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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang timbul dan untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap persoalan penyelesaian kredit macet akibat pandemi corona, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan Kasus  (Case approach). Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan hukum yang timbul dalam penyelesaian kredit macet akibat pandemi coronayaitu dengan cara melakukan upaya penyelesaian yang dilakukan para pihak yaitu pihak bank memberikan restrukturisasi/ kebijakan yang dilakukan oleh perbankan atau lembaga keuangan non bank untuk kemudahan pembayaran kredit terhadap nasabah yang mengalami dampak akibat pandemi corona sebagai salah satu upaya penyelesaian guna untuk menghindari   persoalan terkait kredit macet akibat pandemi corona.

Kata Kunci: Kredit Macet, Perjanjian Kredit, Pandemi Corona.


JURIDICAL STUDY OF NON-PERFOMED CREDIT IN THE CREDIT AGREEMENT DUE TO CORONA PANDEMI


     ABSTRAC
The purpose of this study is to determine the problems of non performed credit due to the corona pandemic and its settlement. This type of research is normative legal research that uses three approach methods, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the sociological approach. The data collection technique used was a document study. The results of this research show that the settlement for the legal problem of non performed credit due to the corona pandemic is the bank/non-bank financial institution provides a restructuring credit.  That policy is carried out by banks or non-bank financial institutions to facilitate credit payments to customers who experience the impact due to the corona pandemic as a solution to avoid problems related to non performed credit due to the corona pandemic.
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                                                            I. PENDAHULUAN 
Kredit merupakan bagian fungsi perbankan dalam hubungan bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dan fungsi lembaga perantara yang dilaksanakan oleh industri perbankan adalah bagian yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan dana pada saat laju pembangunan semakin tinggi. Dalam keadaan seperti ini, kalangan usaha tidak lagi dapat melakukan pembiayaan yang didasarkan pada sumber dana sendiri, dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini tidak selamanya debitur dapat melaksanakan prestasinya dengan baik, namun ada kalanya yang diterimanya mengalami kemacetan. Faktor penyebab nasabah debitur tidak melaksanakan kewajibannya adalah karena kondisi ekonomi nasabah yang rendah, kemauan debitur untuk membayar utangnya sangat rendah, nilai jaminan lebih kecil dari jumlah utang pokok dan bunga, usaha nasabah bangkrut, kredit yang diterima nasabah disalah gunakan, manajemen usaha nasabah sangat lemah dan pembinaan kreditur terhadap nasabah sangat kurang.[footnoteRef:1] [1: SalimH.Sdan Erlies Septiana Nurbani, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indoneia, Cet. 2, Sinar Grafika ,Jakarta, 2014, hlm. 2-3. ] 

Bisnis bank adalah kepercayaan, dan pendapatan bank yang terbesar adalah berasal dari sektor kredit, maka resiko yang mungkin timbul yaitu gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah bahkan menjadi kredit macet.[footnoteRef:2] [2: Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Indonesia, PerBI, No.7 Tahun 2005.] 

Hal tersebut dapat terjadi dalam bisnis perbankan dimana hampir mustahil bahwa semua kredit disalurkan atau diberikan akan menjadi 100% (seratus persen) berjalan lancar sehingga sedikit atau banyak bank akan menghadapi kredit bermasalah (non performingloan/ NPL).
Resiko tersebut disebabkan adanya kemungkinan tidak dilunasi kredit oleh debitur pada akhir masa (jatuh tempo) kredit itu. Banyak hal yang menyebabkan  kredit itu tidak dapat dilunasi nasabah pada waktunya. Tidak ada keputusan pemberian kredit tanpa resiko. Tetapi tidak semua resiko dapat diterima. Resiko yang dapat diterima adalah resiko yang dapat diukur dengan secara tepat.[footnoteRef:3] [3: Herman Darmani, Manajemen Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 104. ] 

Dalam hukum perjanjian resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Dengan demikian persoalan resiko itu berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa. Persoalan resiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi.[footnoteRef:4] [4: R.Subekti (I), Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 59. ] 

Dalam KUHPerdata dapat dilihat dari pasal 1237 Ayat (1), yang berbunyi :
“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan sesuatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah tanggung jawab si berpiutang”.[footnoteRef:5] [5: Tim Gramedia Press, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Gramedia Press, Jakarta, 2013, hlm 261. ] 

Dari kata tanggungan atau resikodaalam pasal tersebut dapat terlihat bahwa dalam perikatan untuk memberi suatu barang tertentu tadi, jika barang ini sebelum diserahkan, musnah karena suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, kerugian harus dipikul oleh si berpiutang, yaitu pihak yang berhak menerima barang itu.



II. PEMBAHASAN

Kebijakan Perbankan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Akibat Pandemi Corona
Sejumlah stimulus, termasuk maraknya restrukturisasi kredit terimbas pandemi tak sepenuhnya dapat menekan rasio kredit bermasalah. Sejumlah bank masih mencatat peningkatan rasio. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga April 2020, non performing loan (NPL) gross telah 2,89%, meningkat cukup signifikan dibandingkan Desember 2019 sebesar 2,53%. Rasio tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata rasio bulanan pada 2019 sebesar 2,59%. Keberadaan virus ini menjadikakan tatanan ekonomi menjadi kacau balau karena kedatangan virus corona yang tidak diprediksi sebelumnya.
Serta hal ini menjadikan beberapa bidang usaha menjadi terhenti, salah satu masalah yang dihadapi adalah kredit macet. Kredit macet adalah keadaan dimana debitur tidak dapat membayar hutang atau kewajibannya kepada kreditur tepat pada waktunya. Penyebab dari kredit macet dapat berasal dari faktor internal yang dapat berasal dari penyimpangan dari pelaksanaan kredit, atau kurangnya informasi tetang kredit macet  dan juga faktor eksternal contoh penyebabnya adalah kegagalan usaha dari debitur, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi.
Sehingga Corona virus Disease 2019 (COVID-19) telah melahirkan diskursus seputar Force Majeure terutama terkait dengan pelaksanaan perjanjian. Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional (“Keppres 12/2020”) pada tanggal 13 April 2020 dijadikan dasar untuk mendalilkan bahwa COVID-19 dapat dikategorikan sebagai Force Majeure dan oleh karenanya bisa menjadi dasar pemaaf apabila pihak dalam perjanjian tidak melakukan prestasinya,  Force Majeure atau Overmacht dalam Hukum Indonesia Force Majeure diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)  yang berbunyi:[footnoteRef:6] [6:  Tim Gramedia Press, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Gramedia Press, Jakarta, 2013,  hlm.262.] 

Pasal 1244 KUHPerdata
     “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

Pasal 1245 KUHPerdata
     “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.
Jika dilihat dalam Pasal 1245 KUHPerdata, terdapat frasa “keadaan memaksa”  yang merupakan terjemahan dari kata Overmacht.
Dalam Hukum Indonesia, istilah yang digunakan untuk Force Majeure adalah Overmacht atau bisa juga dengan Keadaan memaksa. Dalam kesempatan lain juga sering digunakan istilah Keadaan Kahar. Pada dasarnya istilah-istilah tersebut memiliki arti yang sama dan selalu mengacu kembali kepada ketentuan tentang Overmacht dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Kedua pasal di atas tidak memberikan penjelasan secara detail tentang keadaan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Force Majure.[footnoteRef:7] [7: Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Bandung, 2018, hlm 203.] 

Dalam perjanjian tidak diatur terkait dengan Overmacht, apakah debitur karena terhalangi dalam menjalankan prestasinya diakibatkan oleh COVID-19 atau kebijakan pemerintah tetap dapat membela dirinya dengan dasar Overmacht. Jika kita melihat kepada ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata, diatur bahwa:[footnoteRef:8] [8:  Tim Gramedia Press, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Gramedia Press, Jakarta, 2013,  hlm. 277.] 

“Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”
Dari ketentuan ini kita dapat menyimpulkan bahwa sekalipun dalam perjanjian tidak diatur, debitur tetap dapat membela diri dengan dasar Overmacht. Setelah membahas tentang Overmacht dan menilai pandemi COVID-19 merupakan Overmacht, maka tepat juga untuk mempertimbangkan kebijakan-kebijakan perbankkan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap pandemi COVID-19. Bedasarkan POJK N0.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional, Pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada debitur, terutama pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya. Lalu melalui Perpu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintah memberikan kebijakan relaksasi kredit dan berbagai macam stimulus untuk menjaga stabilitas perbankan ditengah pandemi yang menyebabkan pergerakan ekonomi menurun. Dengan memberikan relaksasi perkreditan maka hal ini secara tidak langsung juga akan membangun perekonomian.[footnoteRef:9] [9:  http://m.hukumonline.com/berita/baca/it5ea0fc11c17fa/dalil-force-majeure, diakses pada tanggal 14 oktober 2020, pukul 21.15] 

Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dapat dilakukan dengan cara: penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, atau konversi kreditpembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara yang diberikan dalam periode waktu maksimum 1 tahun.
Restrukturisasi kredit atau kelonggaran kredit merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah melalui OJK dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan, juga menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemberian restrukturisasi kredit yang diatur dalam POJK ini dapat diberikan kepada debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan tanpa melihat batasan plafon kredit pembiayaan.[footnoteRef:10] [10:   http://m.hukumonline.com/berita/baca/it5ea0fc11c17fa/dalil-force-majeure, diakses pada tanggal 14 oktober  2020, pukul 21.15] 

Berikut beberapa kebijakan pemerintah di atur dalam suatu bentuk regulasi :1.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 16 Maret 2020. POJK ini mengatur mengenai relaksasi atas restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak penyebaran Covid 19 baik perorangan, UMKM, maupun korporasi. Skema restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kebutuhan debitur dan kemampuan bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kredit yang direstrukturisasi ditetapkan berkualitas lancar sampai dengan 31 Maret 2021, 2.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank pada tanggal 21 April 2020.POJK ini mengatur kewenangan OJK memberikan perintah tertulis untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi (P3I) maupun menerima P3I, yang bertujuan untuk : a.Menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  atau, b. Menghadapi ancaman krisis ekonomi atau stabilitas sistem keuangan. 3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona virus Disease 2019 pada tanggal 2 Juni 2020.Ketentuan ini memberikan relaksasi bagi BPR dan BPRS di masa Covid 19, antara lain dengan meringankan penghitungan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum, nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum, dan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antarbank dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas BPR/BPRS lain, serta pengurangan persentase dana pendidikan dan pelatihan SDM.
Alternatif lain, OJK bisa menerapkan kebijakan restrukrisasi yang berbeda (baik mengenai penjadwalan ulang, pengajuan pinjaman baru maupun penghapusan hutang) akibat bencana Gunung Kelud ini, antara kreditur bank BUMN dengan bank swasta di karenakan perbedaan mayoritas kepemilikan saham sebuah bank. Bank BUMN yang notabene saham mayoritasnya adalah milik negara tentu seharusnya memegangi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2010 tentang penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN bidang usaha perbankan untuk melakukan penghapusan tagihan pinjaman debitur.[footnoteRef:11] [11:  Bank Indonesia, Peraturan Ojk, http://www.ojk.go.id/id, dakses pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 20:30.
] 

Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Counterycyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Merupakan ketentuan lanjutan bagi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dalam melakukan kebijakan relaksasi yang sebelumnya telah disampaikan melalui  surat Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB kepada pelaku usaha IKNB.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Coronavirus Disease 2019 IKNB antara lain memuat ketentuan mengenai pemberian Restrukturisasi Pembiayaan bagi Dbitur yang terkena Dampak Coronavirus Disease 2019. Adapun ketentuan lain seperti :[footnoteRef:12] a.Batas waktu penyampaian laporan berkala, b.Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, c.Penetapan kualitas asset berupa Pembiayaan dan Restrukturisasi pembiayaan, d.Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, e.Perhitungan Kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pension, f.Pelaksanaan ketentuan pengelolaan asset sesuai usia kelompok peserta bagi dana pensiun yang menyelenggara-kan program pensiun iuran pasti. [12: https://setkab.go.id/ini-5-peraturan-ojk-tangani-dampak-covid-19/, diakses pada tanggal 7 agustus 2020 pukul 19:45.] 

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Macet Akibat Pandemi Corona
Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia  dibidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum.Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia[footnoteRef:13]. [13: Fitri Hidayat, Perlindungan Hukum unsure Essensial Dalam suatu Negara Hukum , diakses http://www.Fitri Hidayat’s.blogspot.com/Perlidungan Hukum Unsur Essensial Dalam Suatu Negara Hukum.] 

Melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Namun dampak masif Covid-19 telah terasa ke berbagai lini kehidupan, khususnya bidang ekonomi. Begitu pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020). Kebijakan ini muncul untuk menyikapi banyaknya keluhan kesulitan akses pemberian keringan kredit atau pembiayaan kepada ojek online, sopir taksi, pengusaha UMKM dan pekerja tidak tetap serta pekerja korban PHK melalui relaksasi kredit.
Pasca diterbitkannya POJK 11/2020, para debitur merasa mendapatkan angin segar karena menjanjikan “relaksasi kredit”. Sebagaimana dipahami relaksasi kredit bermakna pemberian kelonggaran terkait pembayaran kredit utang. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 2 POJK dimana pihak bank maupun lembaga pembiayaan dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM yang dihadapkan dengan persoalan tunggakan kredit (kredit bermasalah).
Ada dua metode penyelesaian kredit pembiayaan bermasalah : 1.Penyelamatan kredit bermasalah yaitu melalui perundingan kembali antara bank atau finance (kreditur) dengan nasabah debitur, 2.Penyelesaian kredit bermasalah adalah penyelesaian melalui lembaga hukum, seperti panitia piutang negara PUPN dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Lembaga Peradilan dan arbitrase.
Penyelamatan kredit dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu rescheduling (penjadwalan kembali) dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran. Berikutnya reconditioning (persyaratan kembali) yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan. Terakhir adalah restrukturisasi (penataan kembali) dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan melakukan konversi. Sedangkan dalam POJK 11/2020 menyelamatkan kredit dimasa Pandemi menggunakan mekanisme restrukturisasi.[footnoteRef:14] [14:  https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5e97ca9b56661/pengaruh-covid-19-sebagai-force-majeur-terhadap-hubungan-kerja-oleh-juanda-pangaribuan, diakses pada tanggal 14 oktober, pukul 21:45] 

 Dalam mengatasi timbulnya kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut :[footnoteRef:15] 1.Rescheduling (penjadwalan kembali), merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan accountofficer bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit. Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalnya, angsuran pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (cashflow) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan. Kesepakatan bersama atas perubahan jadwal baru bisa berbentuk: a. perubahan jadwal angsuran per triwulan menjadi per semester atau perubahan jadwal angsuran bulanan menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang waktunya, 2.Pengecilan besarnya angsuran pokok pinjaman dengan jangka waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama,c. kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit, 3.Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Persyaratan yang diubah tersebut antara lain sebagai berikut: a.Tingkat bunga kredit, b.Persyaratan untuk pencairan kredit, c.Jaminan kredit (agunan), d.Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut di atas, 4.Restructuring atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank. Sebagai contoh, suatu proyek dibiayai dengan struktur pembiayaan, yakni pinjaman bank (debt) 60% dan modal nasabah (equity) sebesar 40% sehingga debttoequityratio adalah 60:40. Kemudian, karena kesulitan yang dialami nasabah dalam melaksanakan proyek atau bisnisnya, nasabahtidak mampu membayar angsuran pokok pinjaman maupun bunga kredit, misalnya bunga yang dibebankan dirasakan terlalu berat sehingga harga pokok produksinya tinggi dan produknya tidak dapat dipasarkan karena menghadapi persaingan yang berat di pasar. Salah satu cara menanggulangi kesulitan nasabah tersebut adalah dengan mengubah struktur pembiayaan bagi proyeknya, 5.Eksekusi, Jika semua usaha penyelamatan seperti diuraikan di atas sudah dicoba, namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain : a.Menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara), b.Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara perdata). [15:  Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm.83.] 












III. PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang sudah di uraikan, maka dapat disimpulkan : 1.Selama masa pandemi Covid – 19, untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan membantu pemulihan ekonomi nasional serta meringankan beban  masyarakat, OJK sudah mengeluarkan 11 kebijakan stimulus di industri perbankan, pasar modal dan  industri keuangan non bank. Semua kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya OJK mencegah dampak dari pandemi Covid 19 ini semakin memberatkan kinerja industri jasa keuangan yang bisa membahayakan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, 2.Dalam menyelamatkan kredit di masa Pandemi ini pemerintah telah menetapkan unit menggunakan mekanisme restrukturisasi seperti diatur dalam POJK N0. 11/POJK.03/2020, meski  reschedulling dan reconditioning juga tidak diharamkan, tergantung kepada selera dan pilihan debitur. penyelamatan yaitu rescheduling (penjdwalan kembali) dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berekenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran.
Yang berikutnya adalah Reconditioning  (Persyaratan kembali) dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan. Kemudian yang terakhir adalah Restrukturisasi (penataan kembali) dengan melakukan perubahan  syarat-syarat  kredit berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan melakukan konversi penyertaan tanpa rescheduling dan reconditioning.
Saran
Guna untuk melengkapi penelitian ini maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut : 1.Seharusnya pemerintah/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mempertimbangkan juga adanya kemungkinan pemutihan atau penghapusan hutangbagi usaha debitur yang benar-benar masuk dalam kategori tertentu, setidak-tidaknya ini berlaku khusus bagi para debitur UMKM bank BUMN, jika tidak di mungkinkan memberlakukan kebijakan pemutihan atau pembebasan hutangini bagi seluruh bank. Hal ini mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2010 mengenai penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN bidang usaha perbankan, 2.Di masa mendatang perlu dirumuskan Undang-Undang Tentang Kredit, khususnya mengenai perlindungan hukum antara debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit. Hal ini sangat penting sekali mengingat sewaktu-waktu akan terjadi keadaan memaksa dimana debitur tidak dapat memenuhi presstasinya akibat keadaan yang tidak di duga, seperti bencana alam, dan bencana non alam (Pandemi Corona).
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